
 
BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN  BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR  77  TAHUN 2018 

T E N T A N G 

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PESISIR SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi  

anggaran nagari dan penganggaran belanja nagari 
serta tertibnya dalam penenyusunan program dan 

kegiatan pada pemerintahan nagari, perlu disusun 
Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 
2019 sebagai pedoman; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Biaya 
Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019, 

Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21  

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 

58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):  

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, 
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya 

atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan 
APBD;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  9 Tahun 2016 
tentang Pelatihan Masyarakat; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuagan 
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa  

Tahun 2019; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Nagari; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 
9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 
2 Tahun 2016 tentang Nagari; 

 

 



                   

 
   MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan 

 

: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG 
STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 

ANGGARAN 2019  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 

3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

4. Nagari adalah Pemeritahan Nagari di Kabupaten 
Pesisir Selatan. 

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu 
Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Nagari. 

6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya 

disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga 
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari 

berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan 
memperhatikan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokrasi. 

7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

8. Standar Biaya Pemerintahan Nagari adalah sebagai 
standar untuk menetapkan besaran biaya dalam 

penggunaan Alokasi Dana  Nagari meliputi belanja 
Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan 

lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat nagari. 

9. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari  

adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan 

bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, 
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 



10. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi 

Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai 
penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur 

pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota 
Badan Permusyawaratan Nagari, tunjangan 

asuransi keselamatan kerja dan purna bhakti Wali 
Nagari serta operasional kantor Pemerintah Nagari 
dan Badan Permusyawaratan Nagari. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 
selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di 
bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari 

dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di 
tetapkan dengan Peraturan Nagari. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pengaturan Standar Biaya Pemerintahan 
Nagari adalah agar Pemerintah Nagari tertib dalam 

perhitungan dan penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagari  Tahun Anggaran 2019.  

Pasal 3 

Tujuan pengaturan Standar Biaya Pemerintahan 
Nagari adalah sebagai pedoman dalam perencanaan 

di nagari dan digunakan sebagai harga satuan umum 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.  

 

BAB III 

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI 

Pasal 4 

Standar  Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 
2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk 
menyusun Rencana Kerja Anggaran Pemerintah 

Nagari Tahun Anggaran 2019 tidak tercantum dalam 
lampiran Peraturan Bupati ini dapat dikonsultasikan 
dan dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan 



Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk 
menggunakan satuan biaya yang ada dalam standar 

biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 
Tahun Anggaran 2019.  

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati  ini mulai berlaku 

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari 
Tahun Anggaran 2018 di cabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

Pasal 7 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan 
menempatkannya  dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

     Ditetapkan  di  Painan 

     pada tanggal 22 Oktober 2018 

     BUPATI PESISIR SELATAN 

 
 
  

 
 

                 HENDRAJONI 
 

 

Diundangkan  di  Painan 
Pada tanggal Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENPESISIR SELATAN 

 
 
 

              E R I Z O N 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  TAHUN  2018 NOMOR 

 
 
 

 
 

 


